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     BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi 

pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah terpidana 

dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak 

pidana korupsi. Setelah putusan pengadilan inkracht maka dilaksanakan 

eksekusi pembayaran uang pengganti, jika dalam waktu 1 (satu) bulan 

terpidana tidak membayar uang pengganti maka Jaksa melacak/mencari  

harta benda milik terpidana setelah ditemukan harta bendanya akan 

dilelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara untuk membayar uang 

pengganti si terpidana tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta 

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana 

dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum 

dari pidana pokok (subsidair uang pengganti). Selanjutnya dilakukan 

prosedur pembukuan/pencatatan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Khusus c.q Direktur Eksekusi dan Eksaminasi, Jaksa Agung Muda Perdata 

dan Tata Usaha Negara c.q Direktur Perlindungan dan Pemulihan Hak 

kemudian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q Biro Keuangan. 
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2. Kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan 

sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah  

a. Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti. 

b. Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka Jaksa 

harus melakukan pencarian harta benda terpidana yang membutuhkan 

waktu, tenaga dan dana. 

c. Harta benda milik terpidana sudah dialihkan kepada pihak ketiga. 

d. Kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat, 

mengakibatkan hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal 

dari korupsi dan mana yang bukan. 

e. Aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk 

aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang 

nilainya terus berubah. 

f. Terpidana akan memilih melaksanakan hukuman subsidair daripada 

membayar uang pengganti jika hukuman subsidairnya lebih 

menguntungkan dibandingkan pembayaran uang penggantinya. 

g. Uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana, baik karena harta 

bendanya sudah tidak ada lagi atau karena terpidana lebih memilih 

hukuman subsidairnya, atau uang pengganti yang tidak dapat dieksekusi 

pada akhirnya menjadi tunggakan piutang Kejaksaan RI karena kurang 

lengkapnya pengaturan mengenai tindak lanjut dari pembayaran uang 

pengganti tersebut, apakah akan dihapuskan atau tetap ditagih kepada 
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terpidana dan/atau ahli waris terpidana setelah terpidana menjalani 

masa hukumannya. 

B. Saran 

 Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1) Membuat Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksana tentang cara 

penghitungan uang pengganti dan proses pengembalian kerugian keuangan 

negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti. 

2) Kejaksaaan harus mengoptimalkan tugas dan fungsinya seperti pendataan dan 

penyitaan harta benda milik tersangka sejak saat penyidikan, serta identifikasi 

harta benda atau sekiranya yang merupakan harta benda terpidana, sehingga 

pada proses eksekusi jika terjadi perubahan kepemilikan, dapat dilakukan 

gugatan perdata atau perampasan dan penyitaan untuk menutupi kerugian 

keuangan negara. 

3) Dalam menjatuhkan pidana subsidair, hakim harus menjatuhkan hukuman 

pidana penjara yang maksimal (tidak melebihi maksimum pidana pokok) agar 

terpidana tidak memilih menjalani pidana subsidair dibandingkan 

pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, tujuan uang pengganti untuk 

memulihkan/mengembalikan kerugian keuangan negara dapat terlaksana 

dengan optimal. 

4) Membuat peraturan mengenai ketentuan pembayaran uang pengganti tanpa 

batas waktu, yaitu untuk terpidana yang tidak dapat melunasi uang pengganti 

karena harta benda sudah tidak ada lagi tetapi telah selesai menjalani masa 
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hukumannya. Sehingga pembayaran uang pengganti tersebut menjadi utang 

seumur hidup terpidana dan/atau ahli waris terpidana. Hal ini untuk 

meminimalisir dipilihnya subsidair penjara oleh terpidana dibanding 

membayar uang pengganti dan juga untuk mewujudkan tujuan dari uang 

pengganti itu sendiri yaitu memulihkan kerugian keuangan negara.  
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*) Catatan Caret yang tidak periu.
**) Apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

maka kata-kata terpidana dan melanggar pasal .

dicaret.

. ';:"
.....,.' ...

Tembusan:
1. Yth. Ketua PN/PTflvlA
2. yth. Kepahi RUTANlLembaga Pemasyarakatan
3 (Penyidik)

4. Arsip

KEPALA KEJAKSAAN .

2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan PNI
prIMA No tanggal ··

ters~but.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan

Berita Acara
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : .

Pada tanggal

No. Print ....••••...•.•.....•••....•.......•.....
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: 1. Melaksanakan putusan' ~engadilan NegerilPengadilan
TinggiIMahkamah Agung No tanggal .
atas nama (terpidana): ••)

1.1. melanggaI" pasal .
1.2. melanggar pasa~ ~ .
1.3. melanggar pasal .

UMPlRAN

Untuk

Kepada

........:,;.
?~:£ .

': .~--.:
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Macam TataCara

No. Kode ~Peng
Dasar .Pembuat/ Waktu· Distribusi . Keterangan

gun~ Penanda Pem /Tunman
Surat \ tangan buatan Tcmbusan

1 2 3 4 S 6 7 8
P-48 Surat Ps.27 Kajari / . Setelah - Berkas Perintah-

perintah (1) b. Kacabjari salinan Perkara perintah
pelaksa UUNo. putusan terdakwaJ hakim

naan 5/1991, penga terpidana dalam
putusan 46 (2), dilan yang • Rutan putusan
penga 191, telah mem (hila yang belum
dilan 192, punyai terdakwa memperoleh
yang 193, keku~tan ditahan) kekuatan
sudah 194, hukum hukum

mempe 197, tetap tetap sudah
raleh 199,270, diterimal tercantum

kekuatan 273 diberla pada
hukum KUHAP. kukan fonnulir
tetap kepada P-16A

jaksa (Melak
sanakan

penetapan
hakim)
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Jabatan
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Untuk 1. Melakukan pencarian harta benda milik Terpidana dan melakukan tindakan
hukum lain yang dapat dipertanggungjawabk~n;

2. Melakukan penyitaan harta benda niilik Terpidana tersebutr apabila dalam
waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan Pengadilan memperoJeh kekuatan
hukum tetap, Terpidana tidak memeonuhi pembayaran uang penggantinya,
untuk selanjutnya dilaJ<ukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk
menutupi hukuman tambahan uang pengganti tersebut;

3. Melaksanakan Perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan
Negeri...... jPengadiian Tinggi. 0. jMahkamah Agung R.I.*)
Nomor....................... tanggal yang terkait hukuman
tambahan uang pengganti;

4. Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara;

5. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
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KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
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S. A r 5 i p.
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Macamdan Tata Cara
PembuaU DistribusiNo. Kode Penggunaan Dasar Penamda

Waktu
·/Turunan Keterangan

Surat
tanoan

Pembuatan
Tembusan

1 2 3 4 5 6 7 8
0-2 Surat Ps.213 Terpidana Pads saat Oibuat Dalam hal

Pemyataan KUHAP kep~tusan rangkap . terpidana

'Hakim tefah 2 (dua): tidak sanggup

mempunyal 1. Jaksa membayar

kekuatan Eksekutor denda
hukum 2. Arsip. hukuman
tetap. kurungan
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denda

dilaksanakan

sesuai

ketentuan

yang

bertaku.

1:
til'til

Jr.~
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·~.;~
I ;~ :~j
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0-2
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( ••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• )

Yang membuat pemyataan,

.................................................................

..........,.......•..............................................

...........•.....................................................

...................................................................

SURAT PERNYATAAN

Nama
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dapat

digunakan
Pidumdan

Pidsus

Keterangan

LAMP/RAN

I I

4 I 5 I 6 I 7

Tata cars

I

Distrtbusi
Pembuaf1 W8ktu I TurunenDasar I Penanda ,I Pembuatan Tembusan

tangan

Ps. 273 • Kepala . Apabila Dibuat
KUHAPI 'Kejaksaan Jaksa rangkap

ps. • Kasf PU sudah 3 (tiga):
34 c No.menerima 1. Kejati
3/1976/ uang' 2. Jam

Ps. dendaJ Ptdsus.
275 denda 3. Alsip.

KUHAP. gantt tang
penggantll
biaya
'perkara
agar
memper­
hatlkan
ketentuan
0-4

PETUNJUK JCARA PENGISIAN

D-3 I $urat tanda
terms

Pembayaran
dendMJenda

gantilUang
pengganti

biayalpet1cara

1 I 2 I '3

Macamdan
No.·1 Kode I Penggwiaan

Sural
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Materai,

··.. ················· 20 .
Yang menenma,

An. Kepala Kejaksaan .
Kasi ~ ~ .

- Jumlah
- Angsuran
- Sisa
- Jumlah.
- Angsuran
- Sisa ,
- Jumlah
,. Angsuran
- Sisa

. . ~ .

............................................................................................
Sudah .terima dan
Aamat

Denda I denda ganti uang pengganti I biaya perkara, berdasarkan Putusan PN I PT
I MA Nomor : Tanggat :

3. Denda gant;

4. Uang' pengganti

'1. Siaya perkara
2. Benda

Yang diangsur kali lagi dan angsuran terakhir pada tanggal ..

TANOA TERIMA PEMBAYARAN O'ENOAJ
DENDA GANTIIUANG PENGGANnIBIAYA PERKARA

t
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HOMOR: PRINT .

LAMPII4248
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*) Coret yang tidak perlu

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI. .

2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawc
dengan Berita Acara Sarah Terima

(. ... " ~ .. ""."""".~,, )
PangkatiNip .

Tembusan
1 .
2.· .
3 .

~epada : Ybs untuk dilaksanakan
Dikeluarkan di : .
ada tanggat : ~ .

I
~
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I
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!
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2. Dalam waktu I X 24 jam setIlah dlterima, dendllluang .
pengganti blaya perkaraldenda gantl aebesar Rp ..
Jaksa Penuntut Umum harus menyerahkan kepada
Kasubag Din Cq.B~ Khusus tpenerfma.

3. Oleh karena flu dipandang pertu untuk rnengeluarbn Surat
Perintah dimaksud.

MEMERINTAHKAN:

: Jaksa penuntut umum : .
Nama : ..................................•.......................
Pangkat : .
NIPINRP : ...........................••....••••••.••................

: 1. Menyerahkan denda I uang penggantl blaya perkara I

denda uang gantJ 8ebesar Rp .
sesuaj dengan Putusan PNI PTI MA No .
tanggal... dalsm perlaira t1ndak p/dana

atas nama terpldana................. kepada Kasubag Bin
Kejar! •.. .. Cq. Bendaharawan KhususJpenerlma
dalam waktu 1 X 24 jam setelah dlterima.

SURAY PERINTAH
PENYERAHAN DENDAIDENDA GANTllUANG PENGGANnlBIAYA

PERKARA*)

KEJAKSAAN .

KEPALA KEJAKSAAN .•.•.•.•••••••..•.••.......

Kepada

Oasar : 1. Pasal9 KepP18S No. 29 Tahun 1984.

2. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-Q09JJAl1983 langgal

12 September 1983 tentang Tata CaraPenanganan Uang
Oenda dan Biaya Perkara.

. Pertlmbangan: 1. Berdasarkan Putusan PN I PTlMA No. • ..
tanggal dafam perkara tindak pldana

atas nama terdakwa yang telahm$~
kekualan hukum tetap pada tBnggaI ;. t&I8b
menyata~ . terdakwa dljatuhl pldana berupa denda I
uang penggantJ biaya perkara J denda ganti rugl.s8~r

Untuk

LAMP/RAN
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LIImplfOft 2.0

:Ii

REKAPITUlASl DATA UANG·PENGGANTI PfRKARA TINOAK PIDANA KORUPSI
TRIWU~N/SEMESTERANirAHUNAN PER TANGGAl ......·TAHUN 20xx

KEJAKSAAN TlNGGI .

Hukuman Mutl••

K.terlniln
Saldo Akhlr plr 51

Oe••mb.r2Oxx
Kuranl

Ruplah/Mlta Ulnl
lIln

Tlmbah

Rupiah/Mati Uln.
lain

Ruplah/Mlta U.nl
Llln

I Jumlah Ulna I SllcIo AWlI per 01 . I
"DIUotl Janulrl 20xx Audited I tJumlah

Perkara

Satk.rNo

Petunjuk ' ......lan I

1. Nomor (dllsl beret,sarkln Nomor Urut)
2. Sltker (dllsl berdaslrkan Nama Satker)
3. Jumlah Perkara (dUst berd.slrkan Jumteh Totll Perkar. Pldsus dart Form La sesuaJ dengan ketompok UU Per maslnl-mlslnl Satker)
4. Jumlah Ulna Penuantl (dllsl berdn.lbn rekapan Jumlah Total Uana Penuantl Pldsus dart Form 1.. sesuat denpn kelompok UU Per maslng-maslng Satker)
S. Saldo Awal Audited (dllsl berd"lrkan reupen Jumlah Total Seldo Awal Pldsus dart Form l.a sesuII dengan kelompok UU Per maslng-maslng Satker)
6. Mutlsl T.mbah (dUsl b.rdisarbn JumJah Total Mutasi Tambah Pidsus darl form '1.• sesuat den.an k.lompok UU Per maslna-masln. Satker)
7. Mutlsl Kuran. (dllsl berdls.rtcan Jumlah Total Mutesl Kurang Pldsus dart Form 1.a sesual densan kelompok UU Per maslnl-maslnl Satker)
8. $aIda Akhlr (dllsl berdasarkan Ju~lah Total Saldo Akhlr Pldsus dari Form 1.8 sesuII dengan kelompok tJU Per m.aslng.mlslng Sltker)
9. Keteransan

Catoton:

·~~M.~U&~\\lfi_~iI#iJfiFf~"

- '*", Mat ."w.''''llitlMMtAiSfa~,Q,~--nYUu.II_1J ...n UU.-3J/J999.,

\..

.. ·.··_..~.,.t.)'~II'!1IQIMDlMIM·~.~Mli.~Vl~1ii7ti.,~~!J1J~ilN~.:::,'"

I(. r
.",.,.",,,,,..,_...,,"-- '.

. .• - . . , ·1WJC;T\lll"'II!OIIIAi•••••.4 ...... laao 0Il-".,
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Ltlmp/rtln J.a
REKAPITULASI DATA UANG PEN~GANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

TRIWULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN PER TANGGAl •••••• TAHUN 20xx
KEJAKSAAN R.t

Hukuman Muta.1

PnanJuk ........ns
1. Nomor (dllsl berdlslrkan Nomor Urut)
2. Wlllyah (dlisl berdasarkan Nama Wliayah/KeJatl)
3. Jumllh Perklra (dUsl berduarkan rekapan Jumlah Total Perkara Pldsus darl Form 2.a sesual'dengan kelompok UU Per maslng-maslng Wllayah/KeJltl)
4. Jumllh Uana Pengantl (dllsl berdasarkan rekapan Jumlah Total Uang Penggantl Pld.5US dan Form 2.a sesual dengan kelompok UU Per maslnl-maslns Wllayah!KeJatl)
S. SaldoAwelAudlted (dUsl berdasarkan rekapan Jumlah TotarSaldo Awal Pldsus dart Form 2.a sesuat densan kelompok UU Per maslns-masfngWllayah/KeJltI)
6. Mutesl Tlmblh (dUst berdasarkan Jumlah Total Mutasl Tambah Pldsus darl Form 2.a sesual dengan kelompok UU Per maslnl-maslns wnlyeh/KeJatl)
7. Mutase Kunlnl (dllsl berdasartan jumlahTotal Mutesl Kurang Pldsus darl Form 2.a sesual denpn kelompok UU Per maslnl-mastng Wllayah/KeJatl)
8. Slido Alchlr (dUsl berdlsarkan Jumlah Total Saldo Akhlr Pldsus darl Form 2.a sestial dengan kelompok UU Per maslng-ma~lng Wllayah!KeJatl)
9. Ketenln..n .
Ctmrto,,:

• Ulttult "."Islan dlke/ompokan dengan 2(dua} UU, yaltu : UU. 3/1971 dan UU. 3i..!1999.
• U"tuIc IJtII'& Total UU. 3/1911 dan UU. 3J/1999 dllsl berdasarlcan Jumlah Total Gabungori UU. 3/1971. dan UU. 31./1.999.

Kneranlan
Selda Akhlr per 31

D.s.mber 20xx
Kur:ans

Ruplah/Mata Uin.
lain

Rupiah/Mia.Uan.
lain

Saldo Awel per 01· 1 Tambah' I I
I ' ,."DD,.",. I Januarl20xx AuditedJumlah

P.rura

Nol WlIIV-h

1111111Im[lmil![!i,i:,!:;!':;~~3ll~l:i(~!;'I!!l:lll,

Illll~ 1I11'lllrlll;!.!~ll ~, , f,nl/tl'II~,'II;: 111"I~II[
II 1,' 1"/1",1, ·'t:
I It tJII...n,!,d""", tl~"L~:.,;;.nhll

I

<1 tn. I • 3 _ 1_' I aI I lI'.~~.il~·r.::.:::;:;::~::.:'=:"-:~"·-' '•••• P! f dffMtti t .. :h~ ':~I'~.~r ~I'!' ==,~.~:.
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Lamp/ran J.b

REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI UU,3/1971

TRIWULAN/SEMESTERAN!TAHUNAN PER TANGGAL ...... TAHUN 20xx
KEJAKSAAN R.,I.

Hukumln , Mutasl

Keterln,ln
$lIdo Akhlr per 31

Desember 2Cboc
Ruplah/Mata Ulna

lain
Ruplah/Mata Uan.

lain

Jumllh Uln,' Saldo Awel per 01 I Tambah I Kuran. I
JumIlIh I e.«ngantl IJanuarl 20xx Audited
P"rl Rupiah/MaUl Ulna

Lain

WI"vahNo

'~ ,

"I'

I.
I

PetunJuk Penlfslan :
1. 'Nomor (dllsl berdlSlrkan Nomor Urut)
2. Wllayah (dUsl berduarlcan Nama Wliayah/KeJatl)
3. Jumlah Perkara (dHsl berdasarkan rekapan Jumlah Total Perkara Datun darl Form 2.b sesuaJ dengan Per maslng-maslng Wllayah/Kejatl)
4. Jumla~ Uang Penaantl (dllsl berdasarkan rekapan Jumlah Totar Uang Penggantl Datun darl Form 2.b sesual dengan Per maslng-maslng Wliayah/KeJatl)
S. Saldo Awal Audited (dUsl berdasarkan releapan Jumlah Total Saldo Awal Datun darl Form 2.b sesual dengan Per maslnl-masln. Wliayah/KeJatl)
6. Mutasl Tambah·(dllsl berdasarkan Jumlah Total Mutasl Tambah Datun darl Form 2.b sesual dengan Per maslng-maslng Wllayah/KeJatl)
7. Mutasl Kurang (dllsl berdasarkan Jumlah Total MutasJ Kurang Datun darl form l.b sesual dengan Per mashl,g-maslng Wllayah/KeJatl)
8. Slido Akhlr (dlJsl berdasarkan Jumlah Total Saldo Akhlr Datun dart Form 2.b sesual dengan Per maslng-maslng WUayah/KeJatl)
9. Keteranlln .



 

 

LGmpll'Olt'.t

REKAPITULASI DATA UANG PENGGANTI PIDSUS DAN DATUN
TRIWULAN/SEMESTERAN/rAHUNAN ·PER TANC?GAl ...... TAHUN 20Xx

KEJAKSMN R.I.

Jumlah Uana Slldo Awel per 01 Tamblh ~ranl

Jumlah Januarf 20xx AudIted I---~-----I~-------I
PltIeI,. Ruplah/Mata Uan. Rupiah/Mati Ulne

I.Iln ' laIn

Kttll'lnpn
$lIdo Alchf, ,.11

D••lmb.,2Cbac

MutnlHukuman

uuNol Wlt.yah

r.

2IK.J.tl .....

IIK.J.tl .....

4Idlt.....

\\li\I~\\·I·:\r:!t i:;;:{(! I " ~,' :UlHlllllmll:illli:lllllli'mlllll:
ill: ,""'lr'.).':I'I!:, :,'\" II, , ;::"i~!:!II;fl:ii::I"i:rlrltll'\ll'I!'II'
t:II:,III 1::1 , ',I ~,II ,1,1 ,1:I.. " ".... li,.!I!illllllllliilllll\ 111111 i

PttuftJuk....... ' .
1. N--CdIII ....,......nHomor Urut)
a. WHIyIh (dIIIlMnIUlr1cIn H."" WlIlyah/KiJatl) . .'
I.' Jumllh,.,.,. (dR.1 blrell.lrbn Nbpan Juml.h Totil P.rkI,.. dirt 110"" I •• dan I.b ...uII d.npn~kUU P,r mI.,,,,....lnl WtI'Y'h/IC'J.tI)
4. J"",... UIftI Itt,.lnti (dll., benta..rkln ,.liapa'n Juml.h Total U~n. Pen.lntl dirt "orm I .. d.n I.b 11..' d.npn kelompok UU P'r ma.ln•.",..lnl Wllayah/IC'Jltl)

I '.. SlleIo AWIt Audltlcl (dn.l berel••lrkln I'IIcIPInJuml.h Total Slida AWlI dirt Form S.a d.n J.b I ..u., d.,..." ktlompok UU Plr ma.'n•.rfta.ln. Wlllyah/KeJ.tl)
It Mutlil TImIaIh (dn.1 "nll••rbn Jumlah Total Mutasl Tlrnb.h dirt 'orm I.• din I.b •••u.' d.npn ketompok UU P.r"""naofnl.'n. Wlflyah/KeJItI)
7. MutIIIlCUftIftII Cd"" btrda~rkan Jumlah Totti MutasllCuran, dirt form 1.1 din !.b •••u.' d.n••n ktlompok UU Plr mI.,,,,,,,,,••'n. Wllay.h/K'Jatl)
I. IIWo AIIh1r CdfttI beret...rlcin Jumllh Total Slido AJchlr dirt Form S.I din 3.b .e.uII d.n,ln k.'ompok UU P.r ",.sln.-ma.ln. WlllYlh/KIJltl)'t "....."IIft' ,
PltUnjuk ,."...n : . .

•Until• .."""",,.,.",d.tI Datun til"' benIoIol'lftlnjumltlh tottIl,,,bun,on Pld,UI dan DottIn.·UtmIIt"""'" thItetom,." Jtdn) 'Idon, yoltv I 'ldtln,PldlUI dlln ',don, DfltUn.
• Untrlt."""" 'ItJIUI dllttlompoltlto" ltduo} UU yoltu I UU. 1/1.172 DAN UU.11/1.I".

, • Untuk"tIfDotun htlnyo1(,tItU) UU ygltv : UU.I/1.J71., t'·'~,:::.'
~l


